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OLEH INDONESIA’

Agus Brotosusilo

Pemerintoh Indonesia telah menjadi anggota
The World Trade Organization (Organisasi
Perdagangan Dunia) dengan telak disahkannya
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Ratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia. Ratifikasi ini menimbul-
kan akibat hukum eksternal dan internal. Aki-
bat hukum eksternal adalah bahwa Indonesia
menerima segala kewajiban yang dibebankan.
Sedangkan alibat hukum internal tidak ter-
batas pada usaha untuk merubah hukum na-
sional. Penulis artikel ini membahas dampak
yuridis, pertimbangan ekonomis dan cakrawala
sosiologis atas ratifikasi perjanjian WIO.

The World Trade Organization/WTO merupakan payung yang menaungi
28 jenis persetujuan yang mengatur tentang perdagangan barang, perda-
gangan jasa dan perlindungan hak kepemilikan intelektue] serta investasi
yang berhubungan dengan perdagangan. Berbeda dengan AFTA, APEC, dan
ASEM yang tidak memiliki kekuatan yuridis, maka keikut-sertaan suatu
negara sebagai anggota WTO menimbulkan konsekwensi hukum yang otoma-
tis mengikat, bahkan lengkap dengan sarana penerapan sanksi-sanksi bagi
pelanggaran terhadap aturannya.

Melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Perse-

* Diringkas dari makalsh penulis pada Seminar ientang Dampak Yuridia, Sosiologis dan Ekonomis
Atss Ratifikasi Persctujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (OPD)/WTQ, disclenggarakan
oleh Frogram Pascasarjana UL, Jakana, & September 1995.
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tujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, Indonesia secara resmi
telah menjadi anggota the World Trade Organization (WT0), Berdasarkan
kaedah hukum kebiasaan internasional, yang kemudian dirumuskan secara
tertulis dalam "Konvensi Wina, 1969”7, ratifikasi ini menimbulkan akibat
hukum eksternal maupun internal bagi negara yang melakukannya.

Akibat hukum eksternal adalah bahwa melalui tindakan tersebut berarti
negara yang bersangkutan telah menerima segala kewajiban yang dibeban
Sedangkan akibat hukum internal adalah kewajiban bagi negara yang ber-
sangkutan untuk merubah hukum nasionalnya agar sesuai dengan ketentuan-
ketentuan dalam persefujuan internasional yang bersangkutan.!

Akibat hukum internal ini tidak terbatas pada usaha untuk merubah
hukum nasional agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan
internasional yang bersangkutan, namun juga harus disertai dengan jaminan
bahwa hukum nasional tersebut diterapkan dengan. konsisten, atau dengan
kata lain hukum tersebut harus efektif. Oleh karena itu, kanggotaan RI pada
lembaga internasional ini akan menimbulkan pengaruh yang tidak dapat
diabaikan terhadap sistem perekonomian nasional Indonesia, sehingga tentu
saja akan mempengaruhi kesejahteraan seluruh warga masyarakat. Oleh kare-
na itu telaah yuridis terhadap hal ini bukanlah kegiatan yang mengada-ada.
Meskipun demikian, telaah ini tidak dapat dipisahkan sama sekali dari kajian
terhadap aspek kehidupan lainnya, misalnya saja dari pertimbangan ekonomis
dan cakrawala sosiologis. Namun pemahaman terhadap permasalahan yang
akan dikaji baru memadai apabila diketahui latar belakang pembentukan
organisasi perdagangan multilateral tersebut, yang tidak dapat dipisahkan dari
apa yang terjadi di negara Paman Sam lebih dari setengah abad yang lalu.

Great Depression di Amerika Serikat pada tahun 1930an adalah malape-
taka ekonomi yang selalu menghantui negara-negara maju. Untuk mencegah
terulangnya bencana tersebut, pada tahun 1944 tokoh-tokoh dari berbagai
negara berkumpul di Brerton Woods, New Hampshire - USA. Dalam perte-
muan itu berkembang pemikiran bahwa sistern perekonomian dunia hanya
dapat diperbaiki dengan memperkuat dan mengembangkan sistem perekono-
mian liberal. Untuk mencapai tujuan tersebut berhasil dibentuk dua lembaga
keuangan, yaitu: “the International Monetary Fund (IMF)® dan "the World
Bank”. Namun upaya pembentukan pilar ketiga yang diharapkan dapat men-

1 Lihat “the Vienna Convenrion on the Law of Treaties, May 23, 1969°. Meskipun Indonesia belum
mecatifikasi "Konvensi Wina, 1969 ini, namun kaedah-kacdah yang nda dapat dianggap sebagal hukum
kebiasaan intcmasional yang berlaku dilingkungean masyarakat intexnasional, karena hakekai®Konvensi
Wina, 1969 itu eendiri sebenamys adalah kodifikasi hukum kebisgasn internasionsl yang berlaiu pada
sant i,
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98 Hukum dan Pembangunan

jadi penyangga tegaknya sistem perekonomian liberal: “the International
Trade Organization (ITO)", menemui kegagalan. Lembaga perdagangan ini
tidak pernah menjadi effektif, sehingga tujuan-tujuan yang ingin dicapainya
kemudian menjadi embrio bagi kelahiran General Agreement on Tariffs and
Trade (GATT).
General Agreement on Tarifs and Trade (GATT) adalah persetujuan mul-
tilateral tentang perdagangan internasional dengan prinsip dasar:
1) asas non-diskriminasi;
2) anti proteksi dan subsidi;
3) penciptaan iklim perdagangan yang stabil dan dapat diperkirakan (trans-
paran); dan
4) penyelesaian sengketa melalui perundingan/konsultasi/konsiliasi.

Sampai saat " Tokyo Round™ GATT merupakan lembaga terlemah diantara
berbagai lembaga yang ada di bawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa
(PBB), karena-lembaga ini tidak memiliki sarana untuk memaksakan berla-
kunya ketentuan-ketentuan yang dihasilkannya. Mes-kipun demikian, sejak
masih merupakan embrio — terwujud dalam "Havana Charter” - negara se-
besar Amerika Serikatpun telah meng-anggapnya sebagai ancaman terhadap
kedaulatannya. Senat negara ini menentang keras prinsip-prinsip dalam
"Havana Charter" (1940), karena mereka khawatir terhadap hakekat GATT
yang dapat berwujud sebagai kaidah hukum yang bersifat "supranasional”.
Itulah sebabnya negara tersebut menganggap GATT hanyalah sebagai "an
executive agreement”, bukannya "a treaty”.’ Anggapan semacam ini terha-
dap GATT telah berubah total sesudah "Uruguay Round” terwujud sebagai
paket kesepakatan multilateral berbagai negara, yang memiliki kekuatan
mengikat bagi seluruh negara pesertanya.

Kesepakatan GATT hasil “Uruguay Round” yang telah dirundingkan se-
jak September 1986 di Punta del Este, Uruguay, ditandatangani oleh 124
negara dan wakil MEE di Marrakesh, 15 April 1994, dalam wujud "Final
Act Embodying the Uruguay Round of Mulsilateral Trade Negotiations* ter-
diri dari 28 jenis persetujuan fagreements), dilampiri oleh lebih dari 26 000

? Havana Charter disusun pada tahun 1940 unluk menciptakan “Internadeonal Trade Organizarion
(T70)". Chenter ini berusaha unmk menyusun pengaruran vntek mencegsh “Restriciive Business
Proctices”, anuara lain dalam bidang-bidang jasa asuransi, perbankan, pengangkutan, dan telekomunikasi.

3 Lihat UNTACD/UNDP Interregional Project: Preliminary Analisys of the Impaci of the Draft Final
Aect of the Uruguay Round of Multilateral rrade negotiation on United States Trade Law and Folicy, A

Report prepared for The United Nations Conference on Trade and Development By VanGruasiek
Communication, 9 Tuly 1992.
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Dampak Yuridis WTO 99

halaman yang berisi kesanggupan dan skejul penurunan tarif di 124 negara

dan kawasan MEE. Bila kesanggupan ini diwujudkan, oleh ekonom dipro-

yeksikan akan meningkatkan lalu-lintas perdagangan internasional {ekspor)
sebesar US$ 755 billiun, dan meningkatkan income para pihak yang terlibat
sebesar US$ 235 billiun setiap tahunnya. Namun sebagian besar (sekitar

60%) keuntungan tersebut memang hanya akan dinikmati oleh negara-negara

maju (yang memprakarsai inisiatif pembentukan lembaga ini), dan kerugian

akan diderita oleh sebagian besar negara yang sedang berkembang.

GATT 1994/WTO memiliki sifat dan hakekat yang sangat berbeda diban-
dingkan kesepakatan GATT sebelumnya, antara lain karena perihal sebagai
berikut:

1. Seluruh naskah persetujuan ini merupakan paket, sehingga negara peserta
tidak dapat melakukan "reservasi” atas ketentuan yang merugikan pihak-
nya;

2. Cakupan bidang yang diatur lebih luas dibanding ketentuan GATT sebe-
lumnya. Kecuali mencakup penurunan tarif, penyusutan atau pengha-
pusan hambatan non-tarif, masalah zropical dan natural resources-based
product, tekstil dan pertanian, juga meliputi pengaturan tentang "new
issues” yang meliput: Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual
Property Rights (TRIPS); Agreement on Trade Related Aspect of Invest-
ment Measures (TRIMS), dan General Agreement on Trade in Services;

3. Negara berkembang harus menjadi "peserta aktif” yang tidak hanya me-
nikmati kemudahan-kemudahan yang disediakan dalam kesepakatan, te-
tapi juga harus menjalankan kewajiban sepenuhnya sebagalmana anggota
peserta dari negara maju.

Status hukum "GATT 1994/WTQO" berbeda dengan "GATT 1947", Na-
mun pada hakekatnya WTO tidak menggantikan GATT 1947. Jadi nega-
ra-negara yang menerima WTO tetapi tidak mundur dari GATT 1947, terikat
pada dua jenis perangkat hukum. Beberapa negara (USA dan MEE) telah
menyatakan bahwa mereka akan meninggalkan GATT 1947.

Agreement Establishing the World Trade Organization (WTQO) (Per-
setujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) mewujudkan kerang-
ka-kerja lembaga tunggal yang memayungi seluruh kesepakatan GATT yang
telah dimodifikasi berdasarkan hasil Uruguay Round. Struktur lembaga ini
pada puncak kekuasaan diserahkan kepada sidang tingkat Menteri (Ministe-
rial Conference) yang bersidang sekali setiap dua tahun. Sidang Menteri ini
membentuk Dewan Umum (General Council) yang bertugas untuk meng-
awasi pelaksanaan selu-ruh persetujuan dan dan keputusan-keputusan
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100 Hukum dan Pembangunan

menteri. Tugas ini dilak-sanakan melalui dua lembaga: Dispute Settlement
Body (DSB} dan Trade Policy Review Mechanism (TPRM}. Dewan Umum
ini juga membawahi 3 lembaga lainnya, yaitu: Council for Goods, Council
Jfor Services, dan Council for Intellectual Property Rights (Lihat Skema 1:
Struktur WTQ).

Skema 1: Struktur WTOQ

HIHISTRIAL COMFEREKCE
{every two year)

Settlement of disputes GENERAL COUMCIL Trede Polic Review

Committe on Trade

and Development I I I
COUNCIL COUNCIL TRIPS
Committe on Balance FOR FOR COUNCIL
of Payments SERVICES GOODS {intell, prop.)

Committe on Budget o000 OO0 000

U committes set up to administer the varibus errangements
Sumber: FOCUS, 1994

Kerangka-kerja WTO tersebut akan menjamin "pelaksanaan pendekatan
tunggal® atas segala hasil Uruguay Round. Dengan demikian keanggotaan
pada WTO berarti menerima seluruh hasil Uruguay Round tanpa penge-
cualian. Disamping persetujuan-persetujuan tersebut di atas, WTO juga
harus mengelola "the plurilateral arrangements” yang tidak tercakup dalam
Uruguay Round, yang meliputi: Trade in Civil Air Craft, Government
Procurement, Dairy Products, dan Bovine Meat.

Dalam preambul persetujuan pembentukannya, WTO menekankan kem-
bali tujuan yang ingin dicapai oleh GATT, yaitu: peningkatan standar hidup
dan penghasilan; perluasan lapangan kerja; peningkatan produksi dan
perdagangan; serta pemakaian optimal atas sumberdaya alam dunia untuk
menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan.
Bahkan obyek segala upaya tersebut kali ini tidak terbatas pada perdagangan-
barang-barang (goods) saja (seperti pada GATT sebelum Uruguay Round),
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tetapi diperluas sehingga meliputi juga perdagangan pelayanan jasa

(services).

Dalam menjalankan tugasnya nanti, WTO diharapkan bahu-membahu be-
kerja-sama dengan IMF dan World Bank. Disamping itu, lembaga ini juga
dibebani beraneka tugas lainnya: untuk menangani masalah lingkungan yang
berkaitan dengan perdagangan; bekerja-sama dengan ILO untuk mencegah
dikebirinya hak-hak buruh; dan penyusunan hukum persaingan usaha (compe-
tition law) untuk mencegah distorsi dalam perdagangan. Namun dibalik tugas
mulia ini ada bahaya yang sebenarnya selalu mengintip: bahwa masalah
lingkungan dan perburuhan yang berhubungan dengan perdagangan interna-
sional oleh negara-negara maju akan dijadikan sebagai alasan untuk mela-
kukan proteksi terselubung atas produk barang-barang dan jasa yang meng-
hadapi saingan ketat dari negara-negara berkembang.

Liberalisasi perdagangan internasional melalui WTO diharapkan akan
mengakhiri praktek hukum rimba dalam perdagangan internasional yang
sering ditandai dengan tindakan-tindakan penghukuman.yang diterapkan
secara sepihak, bila suatu negara besar merasa kepentmgannya dirugikan
oleh mitra dagangnya yang lebih lemah.*

Adapun perbaikan perekonomian dunia melalui WTO diharapkan dicapai
melalui:

- perdagangan, mvesta.sx penampungan tenaga kerja dan pertumbuhan
income;

- pengetatan sarana hukum, terutama melalul lembaga “disputes sett{ement
mechanism”;

- penurunan tarif global sampai 40% yang akan membuka lebih lebar
pangsa pasar internasional;

- pembentukan kerangka kerja multilateral untuk bldang "trade in ser-
vices” dan perlindungan atas “frade-related aspect of intellectuul pro-
perty rights”™; dan

- jaminan atas perwujudan persetujuan tentang perdagangan multllateral di
bidang komoditi pertanian, tekstil, dan garmen.

‘ denkanpenghuk'ummselcnra séwemng-wemngilﬁ misalnys saja sering dilunjukkanolch Amerika
Serikat, yang sclalu mengancam pihak yang dituduh merugikannya {bahkan meskipun tuduhan belum
terbukti) dengan “Siiper” dan “Special” Section 301 dani US Trade and Comperitiveness Aci, W48,
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Intisari Hasil Perundingan
"Uruguay Round"

Persetujuan-persetujuan yang bernaung dibawah payung WTO yang meli-
puti:
PERSETUJUAN PENDIRIAN ORGANISASI PERDAGANGAN
DUNIA/OPD
(Agreement Establishing the World Trade Organization/WTO)

PERSETUJUAN-PERSETUJUAN MULTILATERAL TENTANG
PERDAGANGAN BARANG-BARANG
Persetujuan Umum Tentang Tarif dan Perdagangan/GATT 1994
Kesepakatan Tentang Penafsiran Pasal II: 1(b)
Kesepakatan Tentang Penafsiran Pasal XVII
Kesepakatan Tentang Penafsiran Pasal XII dan XVIII:B
Kesepakatan Tentang Penafsiran Pasal XXTV
Kesepakatan Tentang Penafsiran Pasal XXV
Kesepakatan Tentang Penafsiran Pasal XXVIII
Kesepakatan Tentang Penafsiran Pasal XXXV
Protokol (Marrakesh) GATT 1994
Persetujuan Tentang Pertanian
Persetujuan Tentang Penerapan Tindakan Perlindungan
Kesehatan Manusia, Hewan dan Tumbuh-tumbuhan
Persetujuan Tentang Tekstil dan Pakaian Jadi
Persetujuan tentang Hambatan Teknis Dalam Perdagangan
Persetujuan Tentang Ketentuan di Bidang Penanaman Modal
yang Terkait Dengan Perdagangan
Persetujuan Tentang Pelaksanaan Pasal VI GATT (Anti-
Dumping)
Persetujuan Tentang Pelaksanan Pasal VII dari Persetujuan
Umum Tentang Tarif dan Perdagangan
Persetujuan Tentang Pemeriksaan Pra-Pengapalan
Persetujuan Tentang Ketentuan Asal Barang
Persetujuan Tentang Prosedur-prosedur Perizinan Impor
Persetuuan Tentang Subsidi dan Tindakan Anti-Subsidi
Persetujuan Tetang Tindakan Pengamanan

PERSETUJUAN UMUM TENTANG PERDAGANGAN JASA-JASA
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Dampak Yuridis WTO 103

HAK-HAK KEPEMILIKAN INTELEKTUEL YANG BERKAITAN
DENGAN PERDAGANGAN

PENAFSIRAN KETENTUAN-KETENTUAN DAN PROSEDUR
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA

MEKANISME PENINJAUAN POLICY PERDAGANGAN

Tinjavan Yuridis

Berdasarkan kaedah hukum kebiasaan internasional, yang kemudian diru-
muskan secara tertulis dalam "Konvensi Wina, 1969", ratifikasi adalah ta-
hapan ke-3 yang harus dilalui oleh suatu persetujuan internasional, seperti
halnya "Final Act - Uruguay Round ", agar dapat mempunyai kekuatan meng-
ikat. Dua tahapan sebelumnya adalah: (1) penanda-tanganan naskah persetu-
juan, dan (2) persetujuan oleh lembaga sesuai dengan ketentuan konsti-
tusionel masing-masing negara (bagi RI misalnya saja oleh DPR).* Dilam-
pauinya ketiga tahapan tersebut memiliki akibat hukum eksternal maupun
internal bagi negara yang melakukannya.

Akibat hukum eksternal yang timbul adalah bahwa melalui tindakan ter-
sebut berarti negara yang bersangkutan telah menerima segala kewajiban
yang dibebankan oleh persetujuan internasional yang dimaksud. Sedangkan
akibat hukum internal adalah kewajiban bagi negara yang bersangkutan untuk
merubah hukum nasionalnya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam
persetujuan internasional yang bersangkutan.

Akibat hukum internal ini tidak terbatas pada usaha untuk merubah
hukum nasional agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan
internasional yang bersangkutan, namun juga harus disertai dengan jaminan
bahwa hukum nasional tersebut diterapkan dengan konsisten, atau dengan
kata lain hukum tersebut harus efektif. Hal pertama bukanlah sesuatu yang
mudah untuk dilakukan. Namun hal yang terakhir ini lebih sulit dilaksanakan
karena berbagai kendala yang menghadang. Salah satu diantaranya adalah
bahwa akibat policy pemerintah RI yang selama beberapa dekade lebih
mengutamakan pembangunan ekonomi dibandingkan pembangunan di bidang
kehidupan sosial dan budaya lainnya, termasuk bidang hukum. Namun sete-

A Lihat “the Vienna Convention on the Law of Treaiies, May 23, 1969 Meskipun Indonesia belum
meratilikasi "Konvensi Wina, 1969" ini, namun kacdsh-kaedsh yang ada dapat disnggap ssbapsi hukum
kebiasaan internasional yang berlaku dilingkungan masyarakat internasional.
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lah RI melalui Undang-undang Nomer 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi
Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia/OPD (Agreement
on Establishment of World Trade Organization/WTO) meratifikasi hasil
"Final Act - Uruguay Round”, peran hukum dalam perdagangan internasional
di negara ini tidak dapat ditawar-tawar lagi. Pilihan yang ada adalah:
transaksi bisnis harus mempertimbangkan aspek hukum, atau sistem pereko-
nomian negara ini akan porak-poranda akibat “(cross-sectoral) retaliation”
yang dilakukan oleh negara-negara mitra dagang sesama anggota OPD/WTQO
yang merasa dirugikan dalam transaksi dengan pihak Indonesia. Kerugian ini
dapat dituduhkan tidak terbatas akibat tindakan pedagang atau (aparat)
pemerintah Indonesia, tetapi juga terhadap sikap tindak konsumen yang
merupakan warga masyarakat biasa,

Dalam lingkup nasional, tugas Rl di bidang hukem sekarang adalah
melakukan tindak lanjut sebagai konsekuensi ratifikasi techadap “Final Act -

Uruguay Round”. Tindak lanjut tersebut meliputi seluruh komponen sistem
hukum, baik komponen substansi®, komponen struktural’, maupun kom-
ponen budaya hukum®.

Pembenahan komponen substansi sistem hukum meliputi pembentukan
bhukum nasional yang sejiwa dengan isi kesepakatan yang tertuang dalam
"Final Act - Uruguay Round”. Kegiatan ini dapat berupa penyempurnaan
perundang-undangan nasional yang telah ada tetapi belum memenuhi tuntutan
kesepakatan multilateral yang tertuang dalam “final act™ tersebut, ataupun
bahkan merumuskan perundang-undangan yang baru sepanjang ketentvan se-
macam itu ada dalam "Final Act - Uruguay Round” namun belum ada peng-
aturannya dalam perundang-undangan nasional. Dalam hal ini pemerintah R1
berada pada posisi yang jauh lebih diuntungkan dibandingkan dengan peme-
rintah negara-negara maju. Misalnya saja di Amerika Serikat, dimana ter-
dapat cukup banyak "interest group " atau bahkan “pressure group " yang ikut
campur tidak hanya dalam pembentukan perundang-undangan, namun juga
selama berlangsungnya perundingan-perundingan dalam rangka Uruguay

¢ Komponen substansi dari sigtem hukum adalsh hasil nyats yang ditecbitkan sistem hukum, yang
adalah berupa sturan-aturan, baik yang lertulie (miealnya saja undang-undang) maupun yang tidak tertulis
{migalnya'saja kacdah-kaedah dalam hukum kebissaan).

? Kompornen aruktural dari sistemn hukum adalah bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak di
dalam sustu mekanisme, yang intinya adatah lembaga-lembaga yang berkaiian emi dengan sistem hukum,
miza|nys szja: lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, kepolisian, dan lembaga-lembaga lainnya.
Umianp587Xtedmbgngan antar lembaga-lembaga ini berdssarkan sistem hukum Indoneein, lihat: Agus
Brolosusilo dan Winarno Yudho: Sistem Hukum Indonesia. Penerbit Universitas Terbuka, Jakena 1986,
hal. 1.3 - 1.6.

' Budaya hukum adalah sikap-sikap warga masyaraket yang intinya adalah nilai-nilai yang dianutnya.
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Round (1986-1994). Campur tangan kelompok-kelompok ini tidak jarang
menimbulkan kesulitan bagi pihak yang harus merumuskan policy dalam
perundingan multilateral tersebut.

Sebaliknya di Indonesia, tidak banyak diantara kelompok-kelompok yang
sebenarnya berkepentingan dengan hasil perundingan multilaterat itu mema-
hami isinya, apalagi dampak yang akan timbui akibat ratifikasinya, sehingga
kesulitan-kesulitan yang disebutkan di muka tidak dijumpai di negara ini.
Namun hal ini berarti bahwa tanggung-jawab moril para perumus policy di
negara ini jauh lebih berat dari perumus policy di negara dimana policy
dirumuskan setelah mendapat tanggapan-tanggapan dari berbagai kelompok
yang berkepentingan dan akan merasakan dampak policy tersebut.

Komponen struktural dari sistem hukuin tidak ketinggalan harus meng-
alami penyesuaian dengan hasil kesepakatan multilateral tersebut diatas.
Untuk keperluan tersebut lembaga-lembaga hukum yang ada perlu disempur-
nakan sesuai dengan tuntutan kebutuhan. Dalam beberapa hal bahkan perlu
dibentuk lembagz-lembaga pendukung yang baru. Dalam rangka penyempur-
naan ini yang terpenting sebenarnya adalah peningkatan keahlian personalia
yang bertanggung-jawab untuk mengelola jembaga-lembaga tersebut,

Budaya hukum tercermin dalam sikap warga masyarakat yang sangat di-
pengaruhi oleh sistem nilai yang dianut oleh masyarakat. Respon masyarakat
Indonesia terhadap penerapan Persetujuan-persetujuan Dibawah WTO akan
sangat dipengaruhi oleh sistem nilai yang dianutnya. Untuk membenahi
komponen budaya hukum dari sisterm hukum, akan ditelaah gambaran seder-
hana tentang pandangan masyarakat Indonesia terhadap sistem nilai yang
dominan dalam kegiatan bisnis. Dalam telazh hukum, keberadaan nilai-nilai
tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, tetapi selalu terwujud dalam "antinomi”,
yaitu pasangan-pasangan nilai, yang di antara pasangan-pasangan tersebut
seringkali saling bertegangan (tetapi tidak selalu bertentangan). Demikian
pula sistem nilai yang dianut oleh masyarakat dari sudut pandang hukum
adalah jalinan yang serasi antara pasangan nilai-nilai tersebut.

Dalam dunia bisnis, antinomi yang menyolok antara lain adalah pasangan
nilai-nilai:

materialisme - spiritualisme;
individualisme - komunalisme; dan
inovasi - konservasi.

Hasil penelitian Supomo, arsitek UUD 1945, yang diperkuat ahli-ahli
ilmu sosial lainnya menunjukkan bahwa yang serasi bagi masyarakat Indo-
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nesia adalah apabila komunalisme lebih dominan dari individualisme.® Studi
lainnya menunjukkan bahwa bagi sebagian besar masyarakat tersebut yang
serasi adalah apabila spiritualisme lebih dominan dari materialisme.'® Itulah
sebabnya para pencipta motif batik atau pengarang suatu lagu tradisionel
(misalnya: gending-gending Jawa) tidak pernah meminta imbalan materi
kepada pihak lain yang memanfaatkan ciptaan mereka, karena mereka lebih
menikmati imbalan berupa kepuasan batin/spirituel bilz orang lain meman-
faatkan hasil karya mereka.

Sebaliknya, tidak dapat dipungkiri bahwa prinsip-prinsip yang terkan-
dung dalam Persetujuan-persetujuan Dibawah WTO, misalnya saja ketentuan
tentang perlindungan terhadap IPR, terutama hak cipta, hak paten, hak paten
sederhana, disain produk industri, hak atas merek, hak atas lisensi, dan trade
secrets, dilandasi pandangan bahwa keberadaan nilai materialisme dalam ke-
tentuan tersebut lebih menonjol daripada nilai spiritualisme. Demikian pula
keberadaan nilai indivi-dualisme lebih menonjol daripada nilai komunalisme.
Kondisi semacam inilah yang menurut konsep barat "kondusif” bagi "ino-
vasi”, termasuk dalam bidang bisnis. Apabila produk hulkum yang mengacu
pada sistem nilai semacam ini dihadapkan pada masyarakat yang menganut
sistem nilai dan memiliki budaya hukum yang berbeda, bukan hal yang aneh
bila penerapan produk hukum tersebut akan menjumpai banyak kesulitan.

Meskipun pengalaman budaya berbagai masyarakat menunjukkan bahwa
dalam pergulatan antara nilai materialisme dengan nilai spiritualisme
biasanya pada akhirnya nilai materialismelah yang keluar sebagai pemenang,
namun tanpa intervensi tertentu, pergulatan itu biasanya berlangsung untuk
jangka waktu yang sangat panjang. Berdasarkan kenyataan ini, mudah difa-
hami bahwa masalah pelaksanaan produk hukum yang berkaitan dengan, mi-
salnya saja tentang perlindungan terhadap hak milik intelektual di Indonesia
masih akan menghadapi hambatan yang tidak mudah untuk diatasi. Sekali
lagi, tanpa intervensi tertentu, keadaan ini tidak akan segera berubah, karena
para pihak yang diwawancarai dalam penelitian yang dilakukan menyatakan
bahwa informasi dan pemahaman tentang Perseiujuan-persetujuan Dibawah
WTO dari instansi resmipun dirasakan masih kurang sekali.

? Lihat Selo Socmardjan: “Modern Business in Cross Culiural Perspectives™, makalah dissmpakan
pads Knreus Kader Pimpinan Pentamina - Angkaian IV, Semarang 20 Okiober 1994.

® Baca pendapal Boeke dalam: Indonesian Economics: The Concept of Dualism In Theory and
Practice, by Dusch Scholars. The Hague, W. Van Hoeve Publishers, 1961. lkuli juga pendapal ¥an der
Kolil pada medie yang sama, dan pendepal Schrierke dalam Indoresia, Comell, No. 14, Oktober 1972,
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Pertimbangan Ekonomis

Dari sudut pandang ekonomis, ratifikasi techadap Persetufuan-per-
setujuan Dibawah WTO seharusnya dilandasi oleh perhitungan untung-rugi
yang matang. Perihal perhitungan ini terdapat dua pendapat yang bertolak
belakang. Perhitungan the World Bank dan OECD menunjukkan bahwa da-
lam liberalisasi perdagangan Indonesia merupakan negara yang akan men-
derita kerugian paling besar dibanding negara-negara lain, yaitu mengalami
penurunan "real income” sebesar 0.6% sampai tahun 2002 (lihat tabel 1).
Sedangkan kelompok yang optimis memperhitungkan bahwa melalui peluang
akses pasar yang terbuka di negara-negara anggota lainnya Indonesia akan
meraih keuntungan dengan ikut serta dalam WTO. Pendapat ini hanya mung-
kin terwujud bila tingkat effisiensi industri maupun pelayanan jasa dari
Indonesia mampu bersaing dengan produk dan jasa dari negara-negara lain,
termasuk dengan negara-negara maju.

Dibidang perdagangan internasional, secara umum World Bank berpen-
dapat bahwa bila Indonesia ingin lebih kompetitif dan efisien perlu dilakukan
penurunan hambatan perdagangan baik berupa tarif maupun NTBs'", peng-
hapusan pembatasan-pembatasan ekspor, perce-patan laju depresiasi “the real
exchange rate” mata uang rupiah, pengurangan atas pembatasan-pembatasan
di sektor investasi asing, dan proses Privatisasi.’* Pandangan yang mendu-
kung diperlancarnya proses privatisasi didasarkan pada asumsi bahwa peru-
sahaan swasta selalu lebih efisien dibanding Badan Usaha Milik Negara. Bila
asumsti ini benar, privatisasi diharapkan mampu memastikan iklim kompetitif
yang diharapkan akan lebth melindungi kepentingan umum.

Untuk menghasiikan produk maupun jasa yang kompetitif dan mencapai
tingkat efisiensi yang tinggi, Indonesia berusaha melalui serangkaian paket
deregulasi. Namun World Bank (1994) berpendapat bahwa paket deregulasi
sejauh ini hanya memiliki pengaruh yang sangat terbatas terhadap struktur
insentif dalam perdagangan internasional.

' Wujud paling nysta dari NTB dalam sektor perdagangen Indonesia adalah pembatasan perizinan
impor.
2 World Bank. Indonesia: Stabllity, Growth and Equity In Repelita VI, 1994. Hal. 85.
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Perkembangan dalam penurunan NTB sangat lambat.” Proteksi efektif
untuk prodpk manufaktur masih sekitar 52% sehingga merupakan tingkat
tertinggi diantara kelompok negara yang tergolong dalam kelompok “rhe
East Asian Miracle™. Ini berarti bahwa perusahaan yang tingkat efekti-
fitasnya 50% dibawah saingan internasionalnya masih dapat bertahan dalam
pasar domestik, meskipun mereka tidak akan mampu melakukan ekspor.
Tingkat proteksi efektif yang tinggi ini juga menimbulkan “anti-eksport
bias": sumber daya yang ada dialihkan dari kompetisi internasional ekportir
ke usaha dengan orientasi domestik."

Sebaliknya, pada sektor investasi asing, paket-paket deregulasi ternyata
sangat besar pengaruhnya. Realisasi investasi asing meningkat dari US$ 0,4
milyar di tahun 1987 menjadi US$ 1,7 di tahun 1992, sedangkan pada peri-
ode yang sama persetujuan investasi juga meningkat dari US$ 1,5 milyar
menjadi lebih dari US$ 10 milyar. Sebagian besar pertumbuhan tersebut ter-
jadi di sekitar sektor manufaktur. Sedangkan di tahun 1993/1994 meskipun
realisasi investasi masih cukup tinggi, yaitu US$ 2 milyar, namun perse-
tujuan investasi turun sebesar 21%. Hal ini mencerminkan makin ketatnya

13 Sampai pettengahan 1994 proteksi mazih diberikan terhadap 30% produk manufaktur dan 35%
produk agricultur. Demikinn jugs perkembangan dalam proteksi tarif. Proteksi berupa taril nominal dan
tarif bes tsmbahan masih berkisar disekitar 20%.

M The Warld Bank (1994). Hal, £3.
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iklim kompetisi untuk investasi asing, terutama akibat dibukanya kesempatan
investasi asing di India, China, dan Vietnam,

Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi tersebut di atas, karena rati-
fikasi telah dilakukan, apa yang dapat diharapkan oleh Indonesia sekarang
ini adalah berusaha memanfaatkan peluang-peluang yang ada semaksimal
mungkin. Bagi Indonesia WTO adalah "the second best®, dalam arti merupa-
kan salah satu pilihan yang terbaik dari berbagai kemungkinan yang kese-
muanya memang akan berakibat buruk bagi negara yang sedang berkembang.
Apa yang dapat dilakukan oleh Indonesia kini adalah tinggal bagaimana
berupaya untuk mengurangi akibat buruk yang akan timbul bila terpaksa ikut
menjadi peserta WTO.

Disamping berbagai hal yang telah dikemukakan di atas, ada perihal yang
perlu mendapat perhatian khusus, yaitu: bahwa penerapan Persetujuan-per-
setujuan Dibawah WTO juga akan memberikan beban ekonomi berupa pem-
biayaan yang tidak ringan yang harus dipikul oleh negara-negara yang
sedang berkembang, termasuk Indonesia. Biaya tersebut antara lain di-
peclukan untuk: identifikasi dan penyempurnaan hukum nasional agar sesuai
dengan hakekat Persetujuan-persetujuan Dibawah WIO; pelatihan sumber
daya manusia yang akan bertugas untuk menerapkan ketentuan-ketentuan
yang telah disesuaikan dengan “Final Act” tersebut, baik tenaga dibidang
hukum (untuk penyidikan, penuntutan dan peradilan) maupun tenaga admi-
nistratif; pelatihan tenaga-tenaga teknis untuk pelaksanaan ketentuan-
ketentuan yang disesuaikan dengan ketentuan "Final Ac:” (misainya saja
tenaga yang harus melakukan pemeriksaan substantif atas permohonan hak
paten); penyediaan peralatan yang diperlukan (misalnya komputerisasi yang
“online * dengan jaringan internasional untuk pelaksanaan perlindungan IPR);
peningkatan kemampuan tenaga-tenaga pabean agar mampu menerapkan ke-
tentuan-ketentuan yang disesuaikan dengan ketentuan “Final Act™ yang
berkaitan dengan urusan kepabeanan; dan penyebar-luasan (pemasyarakatan)
segala hasil Persetyjuan-persetujuan Dibawah WTQ, termasuk perundang-
undangan nasional yang merupakan peraturan pelaksanaannya.

Cakrawala Sosiologis

Dari sudut pandang sosiologis, apa yang perlu dilakukan setelah RI
meratifikasi Pembentukan WTO adalah mengupayakan bagaimana agar ke-

tentuan-ketentuan yang tercakup di dalamnya dan perundang-undangan na-

sional yang disesuikan dengannya dapat dikenal, dimengerti, dan pada
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akirnya ditaati oleh seluruh warga masyarakat. Tercapainya tujuan ini sangat
dipengaruhi oleh faktor-faktor intern maupun ekstern dari sistem hukum,
Faktor intern dalam sistem hukum yang berpengaruh dalam upaya efekti-
fikasi perundang-undangan nasional, termasuk yang merupakan implementasi
" Persetujuan-persetujuan Dibawah WT0, antara lain adalah: (1) perumusan
perundang-undangan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat, (2) aparat
yang memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif, (3) sarana yang
cukup bagi para petugas untuk melaksanakan kewajibannya, dan (4) tidak
mengabaikan budaya hukum yang terdapat dimasyarakat. Faktor ekstern, jadi
yang berada di luar sistem hukum, yang sangat besar pengaruhnya adalah
"political will" dari pihak yang posisinya sangat menentukan pelaksanaan
perundang-undangan nasional tersebut,
Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa memang masih sangat be-
rat upaya yang harus dilakukan agar perundang-undangan nasional yang
merupakan implementasi Persetujuan-persetujuan Dibawah WTQO dapat ber-
laku secara efektif. Sebagai contoh, ternyata bahwa 6 tahun telah berlalu
sejak Undang-undang No. 6 Tahun 1989 Tentang Paten dinyatakan berlaku,
namun tingkat efektifitasnya ternyata masih sangat rendah, karena ada
diantara faktor yang mejadi persyaratan bagi efektifitas ketentuan tentang
perlindungan IPR, belum terpenuhi. Dari penelitian penulis dapat ditarik
kesimpulan bahwa pengalaman Direktorat Jenderal Paten dan Hak Cipta -
Departemen Kehakian RI selama ini-dalam menangani permohonan perlin-
dungan paten menunjukkan kurangnya kemampuan tenaga pelaksana yang
harus bertanggung-jawab untuk memproses permohonan ini. Sebagai gam-
baran, selama kurun waktu 2 tahun (1992 dan 1993) ke Direktorat Paten
masuk 651 permohonan pemeriksaan substantif paten disamping 702 peme-
riksaan substantif yang sedang dalam proses. Dari seluruh permohonan ter-
sebut ternyata yang berhasil memperoleh perlindungan selama 2 tahun kerja
tersebut hanyalah 1 (satu) paten saja; ditolak permohonannya 3 (tiga} paten;
sedangkan sisanya masuk kedalam kategori "dalam proses” (lihat tabel 2).
Kelemahan pada sebagian komponen sistem hukum ini sangat mendesak un-
tuk segera diperbaiki, karena ketentuan tentang perlindungan terhadap
"Intellectual Property Rights”, termasuk paten, dalam rumusan persetyjuan
persetujuan dibawah WIQ jauh lebih ketat dari ketentuan-ketentuan serupa
pada perundang-undangan nasional RI. Upaya untuk mewujudkan efektivitas
perundang-undangan nasional yang merupakan implementasi Perserujuan-
persetyjuan Dibawah WTO jelas memerlukan perencanaan yang cermat, di-
tindak-lanjuti pelaksanaan yang bersungguh (dilatar belakangi dengan "poli-
tical will” dari pihak yang yang telah maupun belum diraih dalam rangka
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mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sejalan dengan tindakan-tindakan tersebut,
usaha untuk memasyarakatkan Persetujuan-persetujuan Di bawah WIO mau-
pun posisinya sangat menentukan pelaksanaan tersebut), disertai dengan eva-
luasi berkala atas hasil-hasil perundang-undangan nasional yang merupakan
implementasinya harus digalakkan, Sasaran penyampaian informasi perihal
*Final Act - Uruguay Round™ maupun perundang-undangan nasional yang
merupakan imple-mentasinya tersebut tidak cukup terbatas ditujukan kepada
aparat pemerintah yang terkait dan para pelaku bisnis internasional saja.

Hakekat hukum yang dirumuskan dalam Persetufuan-perserujuan Diba-
wah WTO adalah sedemikian rupa sehingga warga masyarakat yang merupa-
kan konsumen produk dan pelayanan jasa-jasa yang terlibat dalam transaksi
perdagangan internasional harus mendapatkan cukup penyuluhan sehingga
mereka tidak melakukan sikap-tindak yang bertentangan dengan jiwa dan se-
mangat Persetujuan-persetujuan DI bawah WI(Q hanya karena ketidak-tahu-
annya, karena kesalahan sema-cam ini dapat dijadikan sebagai alasan bagi
mitra dagang dari negara lain sesama anggota WTQO/OPD untuk menimbul-
kan kerugian pada sistem perekonomian RI.

Tabel 2
Impact of Partial Multilateral Liberalisation on Real Income
Sensitivity with Respect to BOTH Trade Elasties

Low Income Asia 0.3 0.6 0.9
China 2.3 2.6 2.8
India 0.6 " Q.6 0.5
Upper Income Asia 1.7 1.8 1.9
Indonesia 0.6 0.6 -0.5
Other Africa -0.2 0.2 0.1
Nigeria -0.3 0.4 0.4
South Africa 0.4 0.3 -0.3
Maghrib 0.4 0.4 0.3
Mediterranean 0.5 0.4 -0.3
Gulf Region 0.0 0.5 0.8
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Other Latin America 1.1 0.6 0.5
Brazil : 0.2 0.3 0.3
Mexico 0.0 0.0 0.0
United Slates 0.1 0.2 0.2
Canada 0.4 0.4 0.4
Australia, New Zealand 0.3 0.3 0.2
Japan 1.0 0.9 0.8
European Commmunity 1.3 1.8 1.5
European Free Trade Asia 1.4 1.6 1.6
Eurcpean Economics in Transition 0.1 0.2 0.3
Former Soviet Union 0.1 0.0 0.0
Africa 0.3 0.3 0.3
Low Income L5 1.2 1.8
Latin America 04 0.3 0.3
Other Developing 0.5 0.8 0.9
QECD 0.7 0.8 0.8
Other 0.1 0.1 0.1
Total 0.6 0.7 0.8

Sumber: The World Bank, 1993

Dengan demikian, ratifikasi Perserujuan-persetujuan Dibawah WTO oleh
RI meniupkan angin segar di bidang hukum di negara ini, tetapi sekaligus
memunculkan sedikit kekecewaan, Disatu sisi, kegembiraan timbul karena
ratifikasi menimbulkan konsekuensi bahwa dalam kegiatan bisnis, hukum dan
penerapannya yang sampai saat ini dibiarkan dalam kondisi yang mempriha-
tinkan, harus segera mengalami perbaikan. Karena WTO dengan "Dispute
Settlement Mechanism™nya telah berlaku secara efektif dan mengikat RI,
pelanggaran terhadap ketentuan yang sangat sepele sekalipun, misalnya saja
pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pembeli kaset lagu-lagu bajakan
di kaki-lima, bila tidak ditindak sesuai ketentuan yang berlaku akan dapat
dijadikan sebagai alasan bagi negara lain, Amerika Serikat misalnya, untuk
melakukan “cross-sectoral retaliation” dengan sasaran produk-produk ung-
gulan eksport Indonesia (misalnya kayu lapis atau garmen dan tekstil) ke
negara yang bersangkutan. Di sisi lain, kekecewaan timbul, terutama dari
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kalangan hukum, karena segala vpaya dari dalam untuk membenahi hukum
selama ini tidak pernah memberikan hasil yang memadai. Sedangkan bila
andaikata nanti perbaikan kondisi hukum terjadi akibat ratifikasi, ini berarti
bahwa perbaikan ini tecjadi karena ikut berperannya kaidah hukum interna-
sional, yang ternyata pengaruhnya lebih dominan daripada sistem hukum
nasional.

Diperbolehkannya penerapan “cross-sectoral retaliation™ dalam peru-
musan Persetujuan-perserujuan Dibawah WIQ menimbulkan konsekuensi
bahwa seluruh proses produksi dan transaksi perdagangan barang-barang
maupun jasa di suatu negara harus dilakukan secara terpadu. Koordinasi
antara para pihak yang terkait dengan hat ini menjadi sangat penting, karena
tidak dipenuhinya ketentuan Persetujuan-persetujuan Dibawah WTO di suatu
sektor dapat menimbulkan dampak yang berakibat fatal bagi sektor lain yang
lebih strategis. Masalah koordinasi inl memerlukan perhatian khusus, karena
tidak merupakan rahasia lagi bahwa selama ini koordinasi antara sesama ins-
tansi/aparat pemerintah saja bukan suatu hal yang mudah dilakukan. "Ego-
sentrisme Sektoral® dikalangan beberapa instansi pemeriatah selama ini
ternyata merupakan penyakit yang amat sulit untuk diobati.'

Sebenarnya dalam praktek transaksi perdagangan internasional, keber-
hasilan disepakatinya persetujuan-persetujuan yang tercakup dalam Perse-
tujuan-persetujuan Dibawah WTO itu sendiri bukan merupakan hasil yang
dapat mengatasi segala masalah, kargna rumusan-rumusan yang diwujudkan
dalam persetujuan-persetujuan tersebut sebenarnya tidak lain hanyalah meru-
pakan bagian dari proses tawar-menawar yang berkelanjutan. Dengan demi-
kian, ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dalam beraneka
"agreement " maupun komitmen-komitmen yang dinyatakan oleh masing-ma-
sing negara anggota, tidak pelak lagi akan menimbulkan penafsiran-penaf-
siran yang mungkin berbeda. Tidak mustahil bahwa perbedaan-perbedaan pe-
nafsiran ini akan menimbulkan permasalahan atau sengketa yang harus dise-
lesaikan di kemudian hari,

Sampai saat ini komitmen-komitmen yang dikemukakan oleh Indonesia
baik di sektor pertanian, industri maupun jasa pada prinsipnya diberikan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komitmen-komitmen yang diberikan
tersebut bahkan sebagian besar masih kurang liberal dibanding peraturan
perundang-undangan nasional yang berlaku. Namun selain masalah ini sebe-

# Lihat Agus Brotosusilo. Sacial Chenge In Segara Anakan. (National Universily, Singapore:
Makalah disajikan pads “Technical Workshop on Integraied Tropical Coasial Area Monagemen:®,
Oktober 1988).
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narnya masih ada persoalan yang tidak kalah peliknya.

Diselesaikannya pembentukan suatu produk hukum (nasional maupun in-
ternasional) bukan berarti menyelesaikan segala permasalahan yang diatur.
Justru setelah produk hukum terbentuk, selalu diikuti dengan tanggung-jawab
yang lebih berat untuk dilaksanakan daripada proses pembentukan produk
hukum tersebut, yaitu bagaimana mengupayakan agar hukum yang ada ber-
laku secara efektif.
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